BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat MPBI

Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) adalah organisasi nirlaba yang berdiri pada 03 Maret 2003 di Jakarta. MPBI lahir karena adanya kesadaran bahwa Indonesia rawan bencana, sementara penanganan bencana yang ada selama ini tidak terkelola dengan baik, sehingga timbul kesenjangan koordinasi informasi, dan kebijakan antar berbagai sektor. Dilandasi oleh misi untuk menciptakan masyarakat yang aman dan terlindungi dari bencana, maka MPBI berupaya melakukan kegiatan-kegiatan penanganan bencana yang melibatkan para pemanggku kepentingan agar penanganan bencana menjadi lebih baik.    

Dengan misi tersebut, MPBI bertekad untuk melakukan kegiatan pengurangan resiko bencana dengan menggunakan kerangka kerja Hyugo. MPBI berkomitmen terhadap transformasi penanganan bencana yang kemudian diwujudkan dalam berbagai program, diantaranya Risiko Bencana Berbasi Masyarakat ( Community Based Disaster Risk Management/CBDRM) mendiseminasikan standar kemanusiaan  bagi pelaku penanganan bencana Indonesia.

MPBI berharap kinerja-kinerja penanganan bencana ke depan bisa dilakukan oleh semua orang dari semua latarbelakang. Hal ini berkaitan dengan bagaimana membawa penanganan bencana dari ranah pemerintah kearah urusan kemaslahatan bersama, dimana semua aspek penanganan bencana, mulai dari kebijakan, kelembagaan, koordinasi dan mekanisme harus diubah sesuai sedemikian rupa sehinnga menggalakkan peranserta masyarakat luas dan unia usaha. Hal ini sekaligus mendorong agar penanganan bencana tidak hanya terfokus pada respon darurat saja, tetapi merupakan penanganan yang menyeluruh baik sebelum terjadi bencana, dan setelah terjadi bencana.

Yang paling mendasar dari semua itu adalah MPBI ingin memastikan bahwa masyarakat berhak mendapat rasa aman dan terlindungi dari bencana, karena itu merupakan Hak Asasi  Rakyat.

Tujuan Umum MPBI :
a. Mendorong Transformasi

Menjadi mitra kritis untuk mendorong transformasi penanganan bencana dengan memberikan rekomendasi dan usulan kepada pemerintah, ditingkat nasional, regional, dan internasional dalam bidang penanganan bencana.

b.   Membangun Jejaring
Meningkatkan komunikasi dan kerjasama dalam berbagai lembaga, baik itu dari pemerintahan maupun non pemeintah, ditingkat nasional, regional dan internasional dalam bidang  penanganan bencana.

c.   Menyadarkan Masyarakat
Menyebarkan informasi kepada masyarakat tentang kaidah-kaidah penanganan bencana dan menjadikan mereka memahami situasi di lingkungannya.

d.  Meningkatkan Kapasitas
Mengembangkan penanganan bencana melalui pendidikan, pelatihan dan penerapan dilapangan.

Tujuan Akhir MPBI

“Terpecahkannya permasalahan-permasalahan yang bekaitan dengan penanganan bencana”.

2.1.1 Keadaan Umum

Keadaan umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI),    yakni :

Nama
      : Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia ,disingkat MPBI.

Didirikan
:  3 Maret 2003
Alamat
: Jl. Kebon Surih No.5G Jakarta Pusat 10340 , telepon 021-                              3147321.
2.1.2 Visi dan Misi Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia
· Visi
“Menciptakan masyarakat yang aman dan terlindungi dari ancaman bencana”.

· Misi
“Mendukung adanya penanganan bencana yang utuh demi terwujudnya rasa aman dan terlindungi dari bencana serta terwujudnya msayarakat Indonesia yang sejahtera”.

2.1.3 Bidang Usaha dan Kegiatan MPBI
MPBI memiliki program dasar diantaranya :

1. Mempromosikan Penanganan Bencana

MPBI berkomitmen untuk membesarkan organisasi dan meningkatkan kapasitas untuk tewujudnya penanggulangan bencana yang utuh di Indonesia. MPBI juga berkomitmen untuk mendorong system penanganan bencana menjadi salah satu kebutuhan paling kritis untuk ketahanan masyarakat Indonesia. Usaha ini dilakukan melalui pendidikan, penelitian dan penerapan dari pergeseran paradigma baru dalam penanganan bencana ke dalam pengarusutamaan legislasi dan kepemerintahan, mendorong perubahan orientasidari tanggap darurat ke manajemen risiko bencana ; memperbesar penanganan bencana dari lingkup pemerintah ke lingkup multi sector; memperluas pembahasan ke tingkat multidisipliner.  

2.  Meningkatkan Mutu Anggota 

MPBI beraspirasi untuk menjadi mata air, yang scara figurative bermaksud bahwa semakin banyak orang melpaskan dahaganya, semakin banyak air keluar dari sumber tersebut. Anggota akan melihat MPBI sebagai tempat untuk menginvestasikan kekuatannya, memperkuat komitmennya dan meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam menjalankan tugas penanganan bencana. Dalam hal tersebut, MPBI harus memiliki struktur institusi yang kuat dan mekanisme yang memfasilitasi komunikasi dan kerjasama antar anggota dan afiliasi.

3.  Menjalin Kerjasama dengan Komunitas Penanganan Bencana
MPBI berkeinginan untuk bekerjasama dengan lembaga, organisasi, asosiasi professional dan pelaku lainnya dalam komunitas penanganan bencana di Indonesia dan lebih luas. Sebagai organisasi yang berbasis Indonesia, MPBI memiliki posisi strategis untuk berhubungan dengan berbagai pelaku ditingkat regional dan dunia, untuk mempromosikan agar masyarakat dapat hidup berdampingan risiko bencana yang mengelilinginya.

1. Menjaga Antar Sesama Pelaku Bencana
Para pekerja kebencanaan dituntut untuk sering dan secara intensif memberi penilaian mengenai nilai-nilai dalam keadaan yang fluktuatif dan terkadang tidak menentu yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan banyak orang. Sehingga, sebuah kerangka kerja yang sesuai dan pelaksanaan yang baik merupakan bagian intern bagi praktisis penanganan bencana. MPBI mmfasilitasi pembahasan  dan debat serta memformulasi aspek tersebut dari penanganan bencana.

2. Menyebarkan Nilai-nilai dan Norma

MPBI yakin akan adanya norma-norma dan nilai-nilai yang baik dalam penanganan bencana dan pengurangan risiko dan sebaik-baiknya norma dan nilai tersebut adalah yang terdiseminasi untuk memperbaiki pengetahuan, kebijakan, penerapan dan juga termasuk kehidupan masyarakat. Berbagai macam inovasi, kerangka kerja, kebijakan dan penerapan yang baik sedang dalam keadaan tidur karena tidak dapat diakses secara luas.  MPBI berkeinginan untuk mendorong agar dokumen-dokumen tersebut dapat diakses kepada khalayak ramai melalui publikasi, acara publik dan bentuk pertukaran infomasi lainnya. MPBI berharap agar suatu saat kesenjangan penanganan bencana antara prinsip da penerapan menjadi semakin mengecil.

3. Memecahkan Masalah 
 Pada akhirnya, pelaku penanganan bencana ada untuk membantu mengungkapkan permasalahan dalam masyarakat yang berkaitan dengan resiko dan respon bencana. MPBI berkomitmen untuk membantu menyatukan kerangka kerja, pengetahuan dan pengalaman dan landasan kerja yang disatukan sebuah metoda dan perangkat penyelesaian masalah. 

Kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2003-2006
1) Pengembangan Komunikasi di Internal dan Eksternal ; dan Kerjasama  :
a. Konferensi Regional Asia Tenggara sejak 2003, MPBI berperan serta dan mempresentasikan berbagai kegiatan tingkat regional, salah satunya mengenai Manajemen Pengurangan Bencana Berdasarkan Masyarakat, reformasi kebijakan dan standar kemanusiaan/Sphere.

b. Pusat Informasi tahun 2006, MPBI mengadakan pusat informasi tentang dari Merapi dan Gempa Bumi di Yogyakarta melalui RRI (Nasional Radio), LKBN antara dan bekerjasama dengan berbagai jaringan yaitu Pramuka (Indonesian Scout Movement) PMI (Indonesian Red Cross), and ACT Duaf (Volunteer Organization), dll.

c. Kerjasama sejak 2003, MPBI bekerjasama dengan berbagai lembaga seperti dengan OXFAM GB (Standar Kemanusiaan Sphere): Care Internasional Indonesia, UN-OCHA, UNDP, IFRC (Reformasi Kebijakan di Indonesia); UNESCO (Pendidikan dan Pelatihan untuk Pramuka).

d. Pertemuan Internal MPBI untuk menggagas program Pembaharuan MPBI.

2)   Penyadaran Masyarakat Luas Mengenai Penanggulangan Bencana :
a. Peringatan Hari Pengurangan Bencana Internasional, sejak 2003. MPBI memperingati Hari Pengurangan Bencana Internasional dengan mengadakan kegiatan seperti pawai damai, pameran, simposium dan lokakarya mempromosikan kearifan lokal. 

b. Melakukan Tindakan Darurat tahun 2005, MPBI menyediakan fasilitas untuk pengungsi korban Tsunami di Aceh dengan menggunakan standar kemanusiaan sphere.

c. Kampanye sejak 2003, MPBI telah menghasilkan banyak produk kampanye untuk penyadaran mengenai bencana, dalam bentuk stiker, brosur, poster, VCD, kegiatan publikasi dilakukan melalui radio, televisi, media cetak,dan elektronik.

d. Konsultasi Publik sejak 2005, MPBI telah melakukan konsultasi public untk masukan bagi RUU Penanggulangan Bencana Langsung di 11 daerah yaitu di Palu, Samarinda, Makassar, Bali, Bandung, Mataram, Ambon, Kupang, Surabaya, Yogyakarya dan Padang.

e. CBDRM sejak 2005, MPBI mendorong pelaksanaan konsep CBDRM oleh masyarakat melalui jaringan MPBI diseluruh Indonesia, serta mengadakan dua kali symposium nasional CBDRM untuk membuat kerangka kerja CBDRM berdasarkan pengalaman lapangan. 

3)   Penanggulangan Bencana Merupakan Tanggung Jawab Bersama :
Pengembangan Penanggulangan Bencana di Seluruh Sektor

a. Standar kemanusiaan sejak 2004, MPBI telah menterjemahkan, mencetak, dan melakukan training dasar TOT serta menyebarkan mengenai standar-standar kemanusiaan/ SPHERE.

b. Pedoman mengenai Penanganan Pengungsi karena Bencana Alam dicetak pada yahun 2005., buku terjemahan ini menjadi acuan banyak pihak dalam melakukan tugas kemanusiaan. 

c. Buku kerangka kerja Hyogo pada tahun 2005. MPBI menerbitkan dan menyebarkan buku terjemahan tentang kerangka kerja Hyogo sebagai kerangka acuan penanganan bencana di Indonesia.

d. Buku petunjuk pada tahun 2004, MPBI telah menyusun buku petunjuk dasar. Standar Prosedur Pengoperasian Penanggulangan Bencana. Hidup berdampingan dengan Risk dan untuk Tanggap Darurat untuk Bencana Berbasis Masyarakat.

e. Model pedoman pada tahun 2004, MPBI telah menyusun Model Pedoman Umum Penanggulangan Bencana dan Model Perencanaan Penanggulangna Bencana Tingkat Nasional.

f. Modul pelatihan sejak 2004, MPBI telah menusun modul pelatihan mengenai penanggulangan bencana untuk beberapa instansi pemerintah dan Bakornas.

g. RUU Penanggulangan Bencana sejak Februari 2005 MPBI telah menginisiasi pembahasan Undang-Undang Penanganan bencana yang diserahkan kepada DPR dan kemudian menjadi hak inisiatif DPR.

h. Contigency Planning MPBI menginisiasi sebuah Contigency Plan yang saat ini menjadi model penanganan bencana di berbagai daerah.

Kegiatan yang akan Dilaksanakan tahun 2006-2008
1.   Pengembangan komunikasi di Internal dan Eksternal ; dan kerjaama 

a. Berperan serta dan berjaringan, membagun jaringan dengan ISDR, ADRRN, rovention, Red Cross and Red Crescent Societies, dan jaringan lainnya didunia.

b. Melanjutkan Pusat Informasi, melakukan berbagai update bencana yang terjadi dan melengkapinya dalam berbagai informasi website.

c. Bekerjasama dengan lembaga dana manapun yang berkompeten dan mempunyai kesamaan visi dengan MPBI.

d. Meningkatkan kapasitas anggota dan jaringan, menjadikan organisasi MPBI sebagai organisasi yang kuat.

e. Kode etik MPBI akan bekerjasama dengan Universitas kobe dan STKS untuk menyusun Kode Etik Penanganan Bencana.

2    Penyadaran Masyarakat Luas Mengenai Penanggulangan Bencana
a. Pelatihan CBDRM diseluruh Indonesia dengan menggunakan kerangka kerja yang dibuat bersama-sama den melakukan evaluasi setiap tahunnya.

b. Peringatan hari Pengurangan Risiko Bencana Internasional dan membawanya pada isu nasional dengan mengadakan rangkaian kegiatan. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang selama ini sudah dilakukan oleh MPBI, dimana fokus kegiatan disesuaikan dengan tema Hari Pengurangan Risiko Bencana Internasional.

c. Kampanye, MPBI bekerjasama dengan berbagai pihak pemerintah, swasta, lembaga keagamaan dan media untuk melakukan penyadaran publik dalam berbagai bentuk kegiatan dan outreach.

d. Penerbitan, MPBI menyediakan diri untuk menjadi focal point atas berbagai informasi penting dari UN, seperti standar APELL, Living With Risk, dll, serta menerbitkan buku-buku penanganan bencana lainnya.

e. Pengembangan website MPBI merupakan bagian dari rencana jangka panjang MPBI untuk menjadikan websitenya menjadi clearing house, yang mampu menyediakan berbagai informasi tentang bencana.

f. Penerbitan Bulletin Mata Air sebagai salah satu media alternatif untuk menyebarluaskan informasi kepada publik tentang penanganan bencana, disamping memberikan wadah kepada anggota untuk menuangkan gagasan dan pengalaman-pengalaman mereka dalam kerja-kerja penanganan bencana.

3    Reformasi Penaganan Bencana, sekarang!
Pengembangan Penanggulangan bencana di seluruh Sektor

a. SPHERE, MPBI akan terus mengkampanyekan standar kemanusiaan agar dipakai oleh pelaku penanganan bencana di Indonesia dan akan berusaha untuk menjadi focal point Sphere di wilayah asia tenggara.

b. Contingency Planning, MPBI akan menerbitkan modul dan melakukan training di berbagai daerah.

c. Mendorong lahirnya PERDA, sebagai kelanjutan RUU PB maka MPBI akan menginisiasi PERDA di 20 propinsi di Indonesia.

d. Mendorong pelaksanaan kerangka kerja Hyogo, MPBI akan bekerjasama dengan Bappeda etelah sebelumnya bekerjasama dengan Bappanas dan Bakornas. Modul, MPBI sudah diterbitkan modul pelatihan Sphere dan akan disosialisasikan, juga akan menerbitkan modul pasca terjadinya bencana yang kemudian diikuti dengan pelatihan, sharing dan workshop.

e. Sistem Peringatan Dini oleh Masyarakat, MPBI akan bekerjasama dengan LIPI, BMG dan beberapa lembaga riset agar bisa didorong system peringatan dini yang dilandasi pengetahuan dan dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan cara dan budaya lokal mereka.

f. Kurikulum Penanganan Bencana, MPBI mendorong dimasukkannya Penanganan Bencana dalam kurikulum pendidikan baik formal dan informal.    

   Mitra dan pendukung MPBI
a.      Pemerintah

Departemen Dalam Negeri, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Departemen Lingkungan Hidup, Departemen Politik Hukum dan Keamanan, departemen sosial, dan beberapa PEMDA dari seluruh Indonesia.

b.     Lembaga Pemerintah

Bakomas PB, Bappenas, BMG, Komnas Anak, Komnas Perempuan, LAPAN, LIPI.

c.      Parlemen

DPR-RI dan DPRD di beberapa daerah Propinsi di Indonesia.

d.      Institusi Pendidikan 

Pusat Studi Bencana – Institute Technology Bandung (ITB), Pusat Studi Bencana Institute technology Surabaya (ITS) – Surabaya, Puskasi STKS – Bandung, Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Universitas Pembanguna Nasional (UPN) - Yogyakarta.

e.      Lembaga Internasional/Asing

iNGOs : ACF, ADPC – Bangkok, Austcare – Australia, Care Internasional, Coraid – Belanda, DIPECHO – Bangkok, ICRC, IFRC, OXFAM GB – Yogyakarta, CWS – Sulawesi Tengah, Tearfund – UK, US IOTWS- USA jaringan : ADRRN – Bangkok  UNBod les : UNDP, UNEP France, Joint UNEP/OCHA – Geneva, UNESCO, UNICEF, UN – ISDR Bangkok, UN – OCHA, WHO.

f.      Lembaga lokal

Nasional : IIDP, Gerakan Nasional Pramuka, PMI. Daerah : ACT Dompet Duafa, Beb sic – Samarinda, IDEP – Bali, Kappala – yogyakarta, KEHATI, PA – PSDA, Solidaritas Perempuan, WALHI, Yayasan Alfa Omega – NTT, yayasan Pelita Rosa Pentuty YP – Maluku, YEU, YSBB, - Makasar. Keagamaan : Islamic Relief, JK – LPK, KWI, Muhammadiyah, NU, PGI, walubi.

g.     Media 

MPBI berterimakasih kepada rekan-rekan media elektronik maupun cetak yang selam ini bersama MPBI telah memberikan dukungan yang berarti bagi penanganan bencana di Indonesia dalam bentuk liputan, menruskan informasi kepada masyarakat mengenai bencana, dan memberikan penyadaran publik.

2.2   Struktur Organisasi di MPBI

Dalam mencapai tujuan diperlukan adanya suatu organisasi, agar tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan teratur serta efektif dan efisien.

Sekretariat Staff

	STAFF
	JABATAN

	Hening parlan, S. Sos
	Manager Program

	Aminuddin kirom
	Staf Program

	Lya anggraini
	Staf Komunikasi

	Farhan Sururi
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	Sekretaris


2.3 Uraian Tugas
Adapun uraian tugas dari setiap fungsional yang ada pada Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) adalah sebagai berikut :
1. Koordinator ;

Bertanggung jawab terhadap :

a) Pelaksanaan strategi kebijakan MPBI yang telah disepakati didalam

b) Penggalian dan pengelolaan dana

c) Kekayaan dan kelangsungan hidup kelembagaan MPBI

d) Penguatan kapasitas keorganisasian MPBI

e) Pengembangan aliansi politik MPBI

f) Pengembangan citra atau perfomance MPBI agar sesuai dengan visi dan misi MPBI

g) Pelaksanaan pertemuan-pertemuan dan pelaporan ke board…

Berwenang :

a) Memimpin Rapat Kerja Nasional dan rapat-rapat pengambilan keputusan yang penting dan strategis

b) Mengangkat dan memberhentikan staf

c) Sebagai piak atau sebagai avails dalam hubungan keperdataan dengan pihak lain

d) Menyetujui rencanaan kegiatan dan anggaran bulanan MPBI

e) Menyetujui pengeluaran uang dan menandatangani cek atau bilyet giro   

f) Menilai kinerja dan memberikan sanksi dan reward kepaa staf MPBI

g) Mengawasi seluruh pelaksanaan program MPBI

h) Menentukan kelayakan substansi produk kelembagaan MPBI (quality control) yang vital atau memiliki implikasi terhadap citra, kinerja, dan kelangsungan MPBI.

Tugas Pokok :

a) Memimpin  rapat-rapat MPBI

b) Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan pogram dan manajemen MPBI

c) Mengarahkan proses perencanaan dan evaluasi program

d) Menandatangani surat-surat atau dokumen penting

e) Mewakili MPBI  dan pertemuan-pertemuan diluar

f) Melakukan lobi-lobi untuk memperkuat aliansi MPBI

g) Melakukan aktifitas tertentu yang bisa memperkuat citra MPBI di mata publik.

2.   Manajer Program/ Advokasi : 
Bertanggung Jawab terhadap :

a) Penyiapan bahan dasar Strategic plan, action plan, budgeting proposal dan laporan ke donor, laporan tiga bulan, laporan enam bulan, laporan satu tahun dan laporan tiga tahun.

b) Pelaksanaan koordinasi seluruh kegiatan inter dan antar unit kerja advokasi dengan unit kerja lainnya serta koordinasi dengan daerah.

c) Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi kegiatan divisi.

d) Pelaksanaan Advokasi nasional dan internasional MPBI secara efektif.

e) Pengawasan kualitas ( quality control ) produk advokasi.

f)    Efektifitas arus data/informasi dari unit kampanye ke pusat pengelolaan data.

g) Pengembangan hubungan dengan mitra jaringan.

Berwenang :

a) Mengambil keputusan sesuai bidangnya.

b) Menyetujui pengeluaran dana untuk kegiatan divisi kampanye sesuai perencanaan atau budgeting.

c) Mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan divisi dan melakukan penyelarasan apabila diperlukan.

d) Mengajukan usulan perekrutan dan atau promosi staf dibawahnya.

e) Melakukan penilaian kinerja staf dibawahnya.

f)    Melaksanakan kewenangan tertentu yang diberikan secara khusus oleh Direktur.

Tugas pokok ;

a) Memimpin perencanaan divisi.

b) Melakukan koordinasi inter dan antar unit kerja komunikasi dengan unit kerja lainnya, termasuk daerah.

c) Membuat Position paper, background information, factsheet, urgent action, action alert, makalah/paper dan artikel.

d) Mengontrol kualitas produk ( quality control ) bahan-bahan advokasi.

e) Mengawasi agar arus informasi dari divisi advokasi mengalir ke pusat pengelolaan data.

f)    Melakukan brefing berkala tentang informasi actual yang relevan dengan kegiatan MPBI.

g) Melakukan atau mengikuti berbagai kegiatan aksi kampanye.

h) Membuat usulan perekrutan dan atau promosi staf  dibawahnya.

i)    Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan divisi.

j)    Mengarahkan pengembangan kinerja staf dibawahnya.

k) Memimpin rapat divisi atau menghadiri rapat-rapat internal.

l)    Melaksanakan tugas lain yang didelegasikan Direktur.

m) Melaksanakan kegiatan lain yang relevan.

n) Mengisi lembar formulir kerja mingguan.

o) Membuat laporan monitoring kegiatan bulanan divisi 

p) Menyusun laporan kegiatan divisi untuk tiga bulanan, enam bulanan, tahunan dan tiga tahunan.

3.   Staf Komunikasi
Bertanggung jawab terhadap :

a) Penyiapan bahan dasar Strategic plan, action plan, budgeting proposal dan laporan ke donor, laporan tiga bulan, laporan enam bulan, laporan satu tahun dan laporan tiga tahun.

b) Pelaksanaan koordinasi seluruh kegiatan inter dan antar unit kerja komunikasi dengan unit kerja lainnya serta koordinasi dengan daerah

c) Kelangsungan sistem komunikasi dan informasi MPBI, termasuk efektifitas pengelolaan sistem informasi manajemen atau pasokan informasi dari dan kesemua unit manajemen

d) Fasilitasi kebutuhan pengembangan sistem komunikasi dan informasi di daerah 

e) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan divisi

f)    Ketersediaan paket-paket informasi serta media informasi dan komunikasi yang mendukung program kampanye, pendidikan dan penguatan keorganisasian

g) Pengawasan kualitas (quality control) produk komunikasi dan informasi

h) Pengembangan hubungan dengan mitra jaringan

i)  Pengembangan kinerja staf dibawahnya

Berwenang :

a) Mangambil keputusan sesuai bidangnya

b) Menyetujui pengeluaran dana untuk pembiayaan kegiatan divisi komunikasi sesuai perencanaan atau budgeting 
c) Mengkoordinasi atau mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan divisi 

d) Melakukan penyelarasan apabila diperlukan

e) Mengontrol kualitas media komunikasi (menyetujui dummy, naskah atau blue print bahan cetakan yang siap cetak)  

f)    Mengajukan usulan perekrutan dan atau promosi staf dibawahnya

g) melakukan penilaian kinerja dibawahnya

h) Melaksanakan kewenangan tertentu yang diberikan secara khusus oleh direktur eksekutif deputi direktur

Tugas Pokok :

a) Memimpin perencanaan divisi

b) Melakukan koordinasi inter dan antar unit kerja komunikasi dengan unit kerja lainnya

c) Membuat position paper, background information, factsheet, urgent action, action alert, makalah/paper, dan artikel untuk media MPBI

d) Mengontrol sstem dan kualitas produk  komunikasi dan informasi baik yang menggunakan media cetak maupun elektronik dan audio visual

e) Melakukan tugas sebagai campaigner sesuai permintaan divisi kampanye

f)    Melakukan brefing berkala tentang informasi yang aktual dan relevan dengan kegiatan MPBI

g) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan divisi

h) Mengarahkan pengembangan kinerja staf dibawahnya 

i)    Memimpin rapat divisi atau menghadiri rapat-rapat internal

j)    Menghadiri rapat atau pertemuan diluar MPBI yang relevan

k) Melaksanakan tugas lain yang didelegasikan direktur

l)    Melaksanakan kegiatan lain yang relevan

m) Mengisi lembar formulir kerja mingguan

n) Membuat laporan monitoring kegiatan bulanan divisi

o) Menyusun laporan kegiatan divisi untuk tiga bulanan, enam bulanan, tahunan dan tiga tahunan

p) Memimpin rapat-rapat redaksi

q) Menyusun rencana kegiatan

r)    Merancang sistem website
s)    Menyusun rencana isi website berdasarkan setting agenda MPBI 

t)    Mengelola atau meng-up date isi website
u) Merespon setiap tawaran untuk mengisi website mitra MPBI

v) Menghubungi atau berkomunikasi dengan para penulis artikel atau audience tertentu

w) Bekerjasama dengan staf pengelola media pendidikan rakyat dan campaigner untuk menyiapkan paket audio visual untuk pendidikan dan kampanye

x) Membuat perencanaan pembuatan film dokumenter dan paket audio visual untuk pendidikan

y) Menyusun script atau slide  dan film dokumenter atau paket audio visual untuk pendidikan rakyat

z) Mengkoordinasikan pembuatan film dokumenter dan paket audio visual pendidikan

aa) Mengelola media cetak (factsheet, infosheet/background, information, brosur, leaflet, stiker, poster dan profil) mulai dari tahap penyusunan isi, perwajahan atau artistik, percetakan hingga perluasan

ab) Membantu Koordinator Program Pendidikan dan Pengembangan SDM dan untuk menyiapkan produksi produksi media pendidikan rakyat

ac) Merespon atau menindak lanjuti berbagai informasi yang penting  

ad) Melakukan brefing berkala tentang informasi actual yang relevan dengan kegiatan MPBI

ae) Membantu memfasilitasi pengembangan website di dserah 

1. Staf Program 

Bertanggung jawab terhadap :

a) Penyediaan bahan dasar Strategic plan, action plan, budgeting proposal dan laporan tiga bulan, laporan enam bulan, laporan satu tahun dan laporan tiga tahun.

b) Memfasilitasi pengorganisasian rakyat yang dilakukan oleh anggota atau daerah serta mengkonsolidasikan penanganan kasus yang bersifat incidental/ emergency sesuai keputusan divisi.

c) Penyediaan data atau dokumen/ informasi yang berhubungan dengan pengorganisasian rakyat dan aliansi, keorganisasian, dan disaster manajemen.

Berwenang :

a) Mengambil keputusan sesuai bidangnya.

b) Melaksanakan kewenangan lain yang didelegasikan oleh hirarki manajemen lebih tingi.

Tugas Pokok :

a) Menyediakan bahan dasar untuk laporan tiga bulanan, enam bulanan, tahunan dan tiga tahunan sesuai bidang kerja masing-masing.

b) Mengisi lembar formulir kerja mingguan, membuat laporan monitoring bulanan.

c) Menyusun rencana kerja. 

d)  Memfasilitasi pendampingan  yang dilakukan oleh anggota.

e) Membuat perencanaan dan anggaran kegiatan Penguatan Organisasi Rakyat dan masyarakat adat yang dilakukan atau diusulkan oleh anggota atau eksekutif  daerah sesuai makanime pengambilan keputusan organisasi MPBI.

f)    Mengkoordinasikan seluruh kegiatan inter dan antar unit keorganisasian dengan unit kerja lainnya serta koordinasi dengan eksekutif daerah dala kaitan penguatan rakyat.

g) Memfasilitasi pendampingan OR yang dilakukan oleh anggota.

h) Merespon pengaduan kasus lingkungan, HAM dan lainnya oleh jaringan dalam rangka memp[erkuat basis gerakan sosial.

i)    Memfasilitasi kemandirian OR, secara ekonomi dan sosial.

j)    Membangun dan mengembangkan aliansi taktis maupun strategis untuk mendukung gerakan organisasi rakyat dan masyarakat adapt.

k) Membuat laporan perkembangan atas pelaksanaan program baik berkala maupun insidental sesuai dengan kebutuhan organisasi.

l)    Melakukan pendokumentasian atas seluruh kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pengembangan system MIS.

m)  Memfasilitasi dalam melakukan dialog kebijakan/negosiasi ditingkat nasional atau ketika diperlukan.

n) Memfasilitasi pembuatan dan pengembangan media komunikasi rakyat.

o) Membangun citra MPBI dalam OR dan MA.

5.   Sekretaris Kantor

Bertanggung jawab  terhadap :

a) Penyediaan bahan dasar Strategic plan, action plan, budgeting proposal dan laporan tiga bulan, laporan enam bulan, laporan satu tahun dan laporan tiga tahun.

b) Membantu manajer kantor dalam urusan kesakretariatan.

c) Pelayanan urusan kesekretariatan sehari-hari.

Berwenang :

a) Mengambil keputusan sesuai bidangnya.

b) Melaksanakan kewenangan lain yang didelegasikan oleh hirarki manajemer kantor.

Tugas Pokok :

a) Membantu membawa surat-surat resmi arahan Direktur, Deputi, Kepala Divisi, manajer atau Koordiator Program.

b) Mengorganisir perjalanan Direktur,  Deputi, dan staf lainnya.

c) Menyusun dan memantau agenda kerja harian Direktur.

d) Mengatur rencana pertemuan dengan pihak lain dan mengkonfirmasi rencana tersebut.

e) Menerima dan menjawab telepon atau menyambungkan hubungan telepon keluar.

f)    Melakukan fungsi-fungsi sebagai typest. 

g) Meregistrasi hasil disposisi Direktur atau Deputi Direktur, lalu menyerahkan surat atau dokumen beserta lembar disposisi kepada staf yang diberi tugas atau mandat.

h) Mencatat jadual kerja atau perjalanan Direktur dan Deputi atau penugasan staf  pada papan penugasan.  

i)  Mengingatkan direktur, deputi direktur , kepala divisi, manajer atau staf lainnya tentang tugas-tugas atau pekerjaan yang sudah dijadualkan.

j) Menyerahkan dokumen atau surat kepada staf pengarsipan untuk diarsipkan didalam arsip induk.

k) Menyimpan daftar alamat narasumber, contact person  dan relasi MPBI dan meng update-nya setiap waktu.

l)    Menghadiri rapat-rapat internal.

m)  Melaksanakan tugas lain yang didelegasikan Direktur dan Deputi.

n) Melaksanakan kegiatan lain yang relevan.

o) Mengisi lembar formulir kerja mingguan.

p) Menyediakan bahan dasar untuk laporan tiga bulanan, enam bulanan, tahunan dan tiga tahunan sesuai bidang kerja masing-masing.

6. Manajer Keuangan :

Bertanggung jawab terhadap :

a) Penyusunan Strategic plan, action plan, budgeting proposal dan laporan ke donor, laporan tiga bulan, laporan enam bulan, laporan satu tahun dan laporan tiga tahun.

b) Koordinasi seluruh kegiatan inter dan antar unit manajemen dengan unit kerja lainnya serta koordinasi dengan Eksekutif Daerah.

c) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pada unit manajemen keuangan.

d) Pengelolaan manajemen keuangan, mulai dari urusan budgeting, penyimpanan dana ( bank dan petty cash ), pembayaran transaksi, pencatatan dan kelengkapan bukti-bukti transaksi, auditing, dan pelaporan ke onor, Dewan Nasional, KNLH dan PNLH.
e) Pengawasan kualitas ( quality control ) produk manajemen keuangan, terutama pencatatan dan pengelolaan bukti-bukti transaksi, penyimpanan uang, dan pelaporan.
f)    Pengembangan kinerja staf dibawahnya.
Berwenang :

a) Mengambil keputusan sesuai bidangnya.
b) Menyetujui pengeluaran dana untk seluruh pembiayaan kegiatan manajemen keuangan sesuai perencanaan atau budgeting.
c) Mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan manajemen kantor dan melakukan penyelarasan apabila diperlukan.
d) Melakukan penilaian staf kerja dibawahnya.
e) Melaksanakan kewenangan tertentu yang diberikan secara khusus oleh Direktur Eksekutif atau Deputi Direktur.
Tugas Pokok :

Umum :

a) Menghadiri rapat-rapat intenal EN

b) Menghadiri rapat atau pertemuan diluar MPBI yang relevan

c) Melaksanakan tugas lain yang didelegasikan Direktur dan Deputi

d) Melaksanakan kegiatan lain yang relevan

e) Membuat laporan pertanggung-jawaban keuangan ( selambat-lambatnya 6 hari setelah penugasan )  

f)    Melakukan brefing berkala tentang informasi aktual yang relevan

g) Mengisi lembar formulir kerja mingguan

h) Menyediakan bahan dasar untuk laporan tiga bulanan, enam bulanan, tahunan dan tiga tahunan sesuai bidang kerja masing-masing.

Bidang Keuangan :

a) Menjaga cash flow ( arus keluar masuk uang ), sehingga tidak terjadi deficit maupun kelebihan uang ( keuangan yang seimbang )

b) Mengorganisir, mengawasi serta mensupervisi staf keuangan yaitu : staf keuangan ( Finance Officer dan kasir )

c) Mengawasi dan mengecek ulang laporan status keuangan mingguan (status bank ), bulanan, triwulan, enam bulanan dan tahunan yang dibuat oleh Finance Officer
d) Mengawasi dan mengecek ulang pembuatan budget dan rencana pengeluaran keuangan bulanan, triwulan, enam bulanan dan tahunan yang dibuat oleh Finance Officer
e) Mengawasi dan mengecek ulang pembuatan Cash-flow enam bulanan, tahunan, dan triwulan yang dibuat oleh Finance Officer
f)    Mengawasi uang muka yang dikeluarkan EN agar tidak terlalu tinggi dan mengawasi penarikan dan pembuatan LPJU nya oleh penyelia keuangan

g) Mengawasi status dan neraca dana setiap program triwulan, enam bulanan dan tahunan

h) Mengawasi pengeluaran dan pemasukan uang yang dilakukan oleh kasir

i)    Memeriksa seluruh permintaan keuangan, menyesuaikan permintaan tersebut  sebelum diajukan kepada Direktur eksekutif

j)    Membantu KP untuk membuat proposal anggaran program.

Bidang Akuntansi :

a) Mengawasi transaksi pembelian barang dan jasa di MPBI

b) Mengawasi pembukuan setiap pengeluaran dan pemasukan uang di MPBI agar sesuai dengan peruntukannya

c) Mengawasi kebenaran laporan keuangan bulanan yang dibuat oleh staf pembukuan kepala direktur eksekutif dan meneruskan kepada dewan nasional

d) Mengawasi dan memeriksa kbenaran pembuatan LPJU oleh staf  pembukuan dan penyelia

e) Mengawasi pembuatan pelaporan keuangan agar sesuai dengan jadwal dan mengkoreksinya sebelum diserahkan kepada direktur eksekutif dan donor yang bersangkutan

f) Mengorganisir laporan audit setiap tahun

g) Mengorganisir, mengawasi, memonitor serta mensupervisi staf pembukuan, donor relation dan penyelia 

7. Finance Officer :

Bertanggung jawab terhadap :

a) Penyediaan bahan dasar untuk strategic plan, action plan, budgeting proposal dan laporan tiga bulan, laporan enam bulan, laporan satu tahun dan laporan tiga tahun

b) Penyusunan anggaran ( budget ), cash-flow, status bank dan status keuangan program

Berwenang :

a) Mengambil keputusan sesuai bidangnya

b) Melaksanakan kewenangan tertentu yang diberikan secara khusus oleh direktur eksekutif atau deputi direktur

Tugas Pokok :

a) Membuat anggaran tahunan yang direvisi setiap bulanan

b) Membuat rencana cash-flow setiap enam bulan sekali

c) Membuat status bank setiap minggu

d) Membuat status keuangan program setiap tiga bulan

e) Memposes permintaan keluar masuk uang di EN

f)    Menjaga status keuangan MPBI agar tidak defisit atau under spending
g) Membantu KP dalam pembuatan proposal anggran program

h) Menghadiri rapat-rapat internal EN

i)    Menghadiri rapat atau pertemuan di luar MPBI yang relevan

j)    Melaksanakan tugas lain yang didelegasikan direktur dan deputi

k) Melaksanakan kegiatan lain yang relevan

l)    Membuat laporan pertanggung jawaban keuangan (selambat-lambatnya enam hari setelah penugasan)

m) Mengisi lembar formulir kerja mingguan

n) Menyediakan bahan dasar untuk laporan tiga bulanan, enam bulanan, tahunan dan tiga tahunan sesuai bidang kerja masing-masing.

8. Kasir :

Bertanggung jawab terhadap :

a) Penyediaan bahan dasar untuk strategic plan, action plan, budgeting proposal laporan ke donor, laporan tiga bulan, laporan enam bulan, laporan satu tahun dan laporan tiga tahun

b) Pengelolaan transaksi harian dan petty cash.
Berwenang :

a) Mengambil keputuan sesuai bidangnya

b) Melaksanakan kewenangan tertentu yang diberikan secara khusus oleh direktur eksekutif atau deputi direktur.

Tugas Pokok :

a) Melakukan pencatatan harian uang masuk dan keluar serta transaksi yang terjadi setiap hari

b) Mengurus pembukuan rekening bank dan pengadaan buku cek

c) Memfasilitasi kelancaran uang dari logam serta pencairannya

d) Mengurus transfer dan setoran uang ke bank

e) Membuat status rekening bank dari setiap sumber dana

f) Mendatakan uang muka dari setiap subgrant dan staf

g) Menyiapkan bukti-bukti pendukung untuk audit tahunan

h) Mengelola transaksi harian tunai

i) Mengelola kas kecil

j) Membayar iuran sampah dan keamanan

k) Menghadiri rapat-rapat internal 

l) Menghadiri rapat atau pertemuan diluar MPBI yang relevan

m) Melaksanakan tugas lain yang didelegasikan direktur dan deputi

n) Melaksanaka kegiatan lain yang relevan

o) Membuat laporan pertanggung jawaban keuangan ( selambat-lambatnya enam hari setelah penugasan )

p) Mengisi lembar formulir kerja mingguan

q) Menyediakan bahan dasar untuk laporan tiga bulanan, enam bulanan, tahunan dan tiga tahunan sesuai bidang kerja masing-masing.

